PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2009

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

a. bahwa dengan adanya perkembangan keuangan yang
mempengaruhi asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka
perlu dilakukan perubahan anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negra Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);



8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,
13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Ngara Nomor 4028)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana tekah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang



Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeleloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Sistem Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

217. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/Men/2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009;

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
66/Permentan/KU.430/12/2008 tentang Petunjuk Teknis
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang PertanianTahun 2009;

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun
2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;

32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-11/2009
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kehutanan;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009
tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana

Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan
Daerah Tahun 2009;

35. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor



8/Kep/2009 tentang Alokasi Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun
Anggaran 2009;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005
tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintah di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005
Seri C Nomor 01);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 1);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 8);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D
Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIJA
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2009 semula berjumlah Rp 891.609.134.466,00 bertambah sejumlah Rp
32.246.174.142,08 sehingga menjadi Rp 923.855.308.608,08 dengan perincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp
829.474.653.164,38

b. Bertambah / (berkurang) Rp  9.604.290.158.61
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 839.078.943.322,99

2. Belanja

a. Semula Rp
888.818.903.466,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp 32.921.174.142.08
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 921.740.077.608,08

Surplus / (Defisit) Rp (82.661.134.285,09)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp 62.134.481.301,62
2). Bertambah / (berkurang) Rp 22.641.883.983.47
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp 84.776.365.285,09

b. Pengeluaran
1). Semula Rp 2.790.231.000,00



2). Bertambah / (berkurang) Rp (675.000.000,00)

Jumlah Pengeluran setelah Perubahan Rp 2.115.231.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp 82.661.134.285,09
)
\
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 7 TAHUN 2009



